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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtsstaat). Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi Negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi dasar bagi setiap peraturan perundangundangan dibawahnya. Dalam konstitusi Negara Indonesia tersebut, diatur sistem pemerintahan Indonesia beserta unsur-unsur penyelenggara Negara yang terlibat didalamnya seperti pihak Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. 

Hal ini diterapkan ditingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemisahan ketiga fungsi kekuasaan ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan kesejahteraan rakyat dapat terwujud dengan baik. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat diperlukan pengaturan agar tujuan yang ingin dicapai berjalan sesuai harapan. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan produk-produk hukum yang mengatur tatanan bernegara. 

Pada era otonomi saat ini, salah satu bentuk produk hukum yang vital dalam pembangunan kesejahteraan rakyat adalah peraturan daerah. Hal ini dikarenakan Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yang hanya mempunyai konstitusi di tingkat pusat dan pada tingkat provinsi tidak ada konstitusi tersendiri, namun hanya diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah dan produk hukum lainnya. Peraturan daerah berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan. 

Dapat dikatakan bahwa dalam suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya perekonomian didaerah.

Asumsi ini menunjukkan bahwa dapat diwujudkan dalam negara hukum. Salah satu asas pemerintahan yang baik adalah asas pertanggungjawaban atau akuntabilitas (accountability). Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” merupakan dasar hukum pertanggungjawaban pemerintah dalam pengertian bahwa setiap pemegang kekuasaan (pejabat pemerintah) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus dapat mempertanggungjawabkan kekuasaannya dalam batas-batas konstitusi kepada rakyatnya. “Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri”.

Dengan demikian, maka pertanggungjawaban selain diatur dalam negara hukum juga diatur dalam negara demokrasi. Beralihnya penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentraliasasi di Indonesia berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Artinya bahwa Pemerintah Daerah selain menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri juga menyelenggarakan urusan Pemerintahan Pusat yang ditugaskan kepadanya. 
Ketentuan otonomi daerah lebih khususnya diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”. 
Dalam pasal ini dijelaskan bahwa pemerintahan daerah merupakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah bersama DPRD berdasarkan prinsip otonomi daerah. 

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, “asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah”.
 Dimana prinsip penyelenggaraannya menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan didaerah Kabupaten dan daerah Kota. Asas dekonsentrasi tercermin dari pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.  Sementara itu, Tugas pembantuan (medebewind) adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi (Pasal 1 ayat (11) UU Pemerintahan Daerah).  “Medebewind dalam bahasa belanda lebih dikenal dengan selfbestuur, yang berarti pembantu penyelenggara dari pemerintah pusat atau daerah yang tingkatnya lebih atas dari alat-alat perlengkapan daerah yang lebih bawah”.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat beberapa urusan yang didelegasikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah. Urusan ini kemudian dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Pembagian urusan inilah yang membagi daerah-daerah di Indonesia berdasarkan otonominya. “Didaerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya berjalan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang”.
 Maka dapat dilihat bahwa berjalannya suatu pemerintahan didaerah harus ada underlying  dalam pelaksanaannya yang harus ada aturan yang mengatur dan mengikat dalam bentuk Undang-Undang sampai dengna Peraturan Daerah. “Pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah tetap menghendaki hubungan yang sejajar antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Hubungan sejajar tersebut menandakan bahwa posisi DPRD dan Pemerintah Daerah adalah menempati posisi yang sama kuat. Hal itu diperlukan guna mewujudkan pemerintah yang baik (good government) yang diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif dan efisien melalui mekanisme check and balance. DPRD sebagai badan legislatif daerah melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan pada penjelasan pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam hubungannya dengan fungsi pengawasan, DPRD melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Fungsi pengawasan tidak hanya menjadi monopoli DPRD. Secara umum sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, meliputi pengawasan fungsional, legislatif dan pengawasan masyarakat. Pengawasan fungsional menjadi kewenangan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah (Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). Pengawasan fungsional bersifat represif dilakukan terhadap kebijakan yang berupa Peraturan Daerah dan atau peraturan Kepala Daerah (Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). Dari redaksi Pasal 20 ayat 2 huruf tersebut unsur check and balances dipertegas. Maksudnya, pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pcnyclenggaraan pcrncrintahan Daerah dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pcmeriksaan Iaporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Sebagai konsekuensi dari pengawasan fungsional yang bersifat represif tersebut, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dalam menerbitkan keputusan pembatalan terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan DPRD. Terutama yang bertentangan dengan kepentingan umum ataupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan perundang-undangan lainnya. 

Pengawasan legeslatif dilaksanankan DPRD terhadap pelaksanaan pemerintah daerah serta penyelenggaraan kebijakan daerah pada pasal 20 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pengawasan legislatif dilaksanakan DPRD sesuai tugas dan wewenangnya melalui dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus dan panitia kerja, yang diatur dalam tata tertib dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peng awasan masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan maupun kelompok dan atau organisasi masyarakat terhadap penyeleng garaan Pemerintah Daerah. 

Pengawasan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, baik lisan maupun tertulis berupa permintaan keterangan, pemberian informasi, saran dan pendapat kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, DPRD dan lembaga lainnya sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai pasal 23 ayat 4 yaitu : “APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan”. Anggaran keuangan dalam satu tahun kerja yang terdiri atas penerimaan dan pengeluaran daerah, yang mencerminkan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dan bagi satuan kerja perangkat daerah, anggaran satuan kerjanya merupakan bagian dari pelaksanaan Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Renja SKPD nya. 
APBD dibuat antara lain untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar, kesehatan dan pendidikan agar dapat terjamin secara layak, termasuk juga bagaimana pemerintah daerah menyiapkan pelayanan dibidang transportasi, pemukiman dan akses pengelolaan sumber daya alam.

Penyusunan APBD menggunakan prinsip transparansi yang mengandung makna bahwa penyusunan perencanaan anggaran daerah harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses kelembagaan dan informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Semua aktivitas tersebut dalam pelaksanaannya menggunakan dana yang pada hakekatnya bersumber dari masyarakat dan dapat melakukan optimalisasi belanja. Penggunaan anggaran dalam pelaporannya sehingga masyarakat dapat memberikan petunjuk seberapa besar anggaran yang dialokasikan dapat menunjang proses peningkatan kesejahteraan kehidupan mereka. Oleh karena itu diperlukan suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap APBD disuatu daerah.

Semua aktivitas tersebut dalam pelaksanaanya menggunakan dana yang pada hakekatnya bersumber dari masyarakat dan dapat melakukan optimalisasi belanja. Penggunaan anggaran dalam pelaporannya sehingga masyarakat dapat memberikan petunjuk seberapa besar anggaran yang dialokasikan dapat menunjang proses peningkatan kesejahteraan kehidupan mereka. 

Dilihat dari sifatnya, pengawasan pemerintah ada yang bersifat preventif dan yang bersifat represif, yaitu:

Pengawasan yang bersifat preventif adalah pengawasan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau sikap tindak pemerintah yang melanggar hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan pengawasan yang bersifat represif adalah pengawasan yang dilakukan untuk menindak perbuatan pemerintah yang sudah dilakukan dengan cara melanggar hukum.
 
Pengawasan preventif sebaiknya diperlukan untuk sebagai saran dari DPRD untuk pemerintahan agar tetap berjalan sesuai procedural sedangkan pengawasan represif ini pada dasarnya adalah suatu tindakan penegakkan hukum. 
Fungsi pengawasan DPRD seharusnya memberikan suatu tujuan tercapainya pemerintahan yang baik dan berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kepala daerah untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundangundangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya jika ada suatu peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan Perda, DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut atau membatalkan peraturan kepala daerah tersebut. Dengan kata lain fungsi pengawasan tidak didukung dengan tindakan penegakan hukum. Seharusnya fungsi pengawasan DPRD juga harus bersifat pengawasan represif, sebagai pengawasan yang menggunakan cara memaksa dan mengancam dengan sanksi untuk mencapai tujuannya sebagaimana yang tidak diatur didalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan dan Undang-Undang 13 tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. 
Terbukti bahwa parameter pemerintahan yang baik yang berupa pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan, pemberdayaan warga masyarakat dan pembangunan, belum sepenuhnya dicapai oleh kinerja pemerintah daerah. Hal itu menandakan lemahnya fungsi pengawasan DPRD selama ini.

Dalam asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Oleh karena itu diperlukan suatu rangkaian prosedur yang melibatkan beberapa instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPRD dan Kementrian dalam Negeri. “APBD ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapat evaluasi, bagi APBD provinsi mendapat evaluasi dari Menteri Dalam Negeri, bagi APBD Kabupaten/Kota mendapat evaluasi dari Gubernur”.

 Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD oleh pemerintah daerah dalam rangaka good governance. Secara normatif, mekanisme tersebut dinilai kesesuaiannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas akuntabilitas dan asas kepastian hukum. Dengan memenuhi prinsip transparansi atau keterbukaan sebagai perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik.  
Berdasarkan uraian diatas kewenangan penjabat kepala daerah dalam menjalankan pemerintahannya secara umum banyak peraturan yang mendukung dan saling bersinggungan, serta ada peraturan yang memberikan ruang untuk mengelola APBD dengan berdasarkan asas-asas keadilan pada umumnya, dengan tata kelola yang baik dan diawasin langsung oleh DPRD. Seorang pemimpin harus menjalakan amanahnya harus dapat dibuktikan bahwa dia menjalakan sesuai aturan yang berlaku, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya lebih jauh ke dalam tesis yang berjudul: “PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGELOLAAN APBD DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN DI INDONESIA”.
B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Apa saja kewenangan DPRD untuk mewujudkan prinsip pengawasan terhadap pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah dalam perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

2. Untuk mengetahui kewenangan DPRD dapat mewujudkan prinsip pengawasan terhadap pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah dalam perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademik bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan manfaat praktis bagi permasalahan hukum dan kemasyarakatan. Adapun harapan penulis tesis ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta menambah pemahaman pengawasan oleh DPRD prinsip Good Governance terhadap pengelolaan APBD oleh pemerintah daerah.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi arahan kepada para pihak DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan APBD dari perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Problematika hukum didalam pengawasan kesenjangan antara keharusan yuridis mengenai fungsi pengawasan legeslatif (DPRD) dengan aturan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah memunculkan permasalahan bagaimana fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan pelaksanaan pe merintahan daerah yang baik.
Suatu Peraturan Perundang-Undangan dibuat untuk memberikan suatu landasan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara oleh karena itu kosntitusi dibuat. Oleh karena itu maka peraturan yang sudah ada harus dijalankan sesuai dengan kaidah keilmuan. 

E. Kerangka Konseptual


Kerangka Konseptual ini dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian pustaka yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. Penulis mengambil beberapa sumber buku dan beberapa karya ilmiah lainnya untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan beberapa karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.  

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Konsep penyelengaraan pemerintahan daerah berasal dari terjemahan “konsep local government yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah local”.
 “Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja”.

Philipus M. Hadjon memberikan pendapatnya mengenai Pemerintahan sebagai berikut: 

Pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian: di satu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di dalamnya.

Pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek struktwal dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi, jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Sebagai sebuah organisasi, pelaksanaan pemerintahan daerah diharapkan dapat memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi. 
Pendelegasian sebagian wewenang dari seseorang atau instansi atau suatu organisasi merupakan salah satu asas yang berlaku universal bagi setiap organisasi, yaitu dengan tujuannya agar kebijakan dapat terlaksana dengan efektif, meringankan beban kerja pimpinan, memencarkan peranan pimpinan sehingga terjadi demokratisasi dalam kegiatan organisasi.

Esensi pemerintahan di daerah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya. Kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terpola dalam sistem pemerintahan negara federal atau negara kesatuan. Sistem negara federal terpola dalam tiga struktur tingkatan utama, yaitu “pemerintah federal (pusat), pemerintah negara bagian (provinsi), dan pemerintah daerah otonom, sedangkan sistem negara kesatuan terpola dalam dua struktur tingkatan utama, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten Dan Kota)”.
 

Kajian pemerintahan negara kesatuan terformat dalam dua sendi utama, yaitu sistem pemerintahan yang sifatnya sentralistik atau sifatnya desentralistik. Kedua sifat ini menciptakan karakter hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang terkait dengan bentuk, susunan, serta pembagian kekuasaan atau kewenangan yang ada pada negara. Artinya, dari bentuk dan susunan negara dapat dilihat apakah kekuasaan itu dibagi ke daerah-daerah atau kekuasaan itu dipusatkan di pemerintah pusat. “Dari sisi pembagian kekuasaan dalam suatu negara, maka bisa berbentuk sistem sentralisasi atau sistem desentralisasi. Sistem ini secara langsung mempengaruhi hubungan pusat dengan daerah dalam pelaksanaan pemerintahan didaerah”.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kekuasaan legislatif (rule making function) merupakan kekuasaan negara dalam membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif (rule application function) merupakan kekuasaan negara untuk menjalankan undang-undang. “Sedangkan kekuasaan yudisial (rule adjudication function) merupakan kekuasaan negara untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang”.
 
Pada hakikatnya, “Trias Politica menghendaki kekuasaan-kekuasaan tersebut sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa”.
  Montesquieu paling dikenal dengan ajaran Trias Politika (pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga): eksekutif (pelaksana undang-undang), legislatif (pembuat undang-undang), dan yudikatif atau kehakiman (pengawas pelaksanaan undang-undang). 
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Akibat penempatan tersebut DPRD kurang dapat melaksanakan fungsi legislasinya sebagai lembaga yang mewakili rakyat dan umumnya berada di bawah dominasi pihak eksekutif.

Dibanding sistem yang berlaku sebelumnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah memisahkan lembaga eksekutif dengan legislatif, yaitu Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya yang kemudian disebut Pemerintah Daerah dan lembaga legislatif daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebelumnya DPRD ditempatkan sebagai bagian dari Pemerintah Daerah, sekarang DPRD adalah sebagai mitra kerja dan tidak berada di bawah dominasi Kepala Daerah (Gubernur / Bupati/Wali Kota).
Perubahan ini dimaksudkan sebagai “upaya mewujudkan demokrasi dan demokratisasi yang merupakan saripati dari agenda reformasi”.
  Sesuai dengan tujuan pemberian otonomi pada daerah adalah untuk mengembangkan mekanisme demokrasi di tingkat daerah dalam bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah setempat maupun untuk mendukung kebijaksanaan politik nasional dalam era reformasi saat ini.

Pemisahan DPRD dari Pemerintah Daerah adalah untuk lebih memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada rakyat.  Dampak positif dari pemberdayaan terhadap lembaga legislatif daerah adalah “DPRD akan lebih aktif di dalam menangkap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama Kepala Daerah”.
 

Upaya normatif untuk melakukan format hubungan antara DPRD sebagai badan legislatif daerah dengan Pemerintah Daerah sebagai badan eksekutif daerah telah dilakukan. Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah itu membawa implikasi politik yang sangat berarti.  Sebab, ketika masih menjadi bagian dari Pemerintah Daerah, fungsi DPRD tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan format baru, DPRD diharapkan lebih optimal menjalankan fungsinya.

Melalui format DPRD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, DPRD diharapkan akan  memainkan  fungsi yang cukup besar terhadap jalannya pemerintahan daerah. Fungsi tersebut dapat diwujudkan dalam pengimplementasian dari berbagai tugas, hak dan wewenang yang dimiliki oleh DPRD, salah satunya adalah melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda).

DPRD dapat memainkan fungsinya dalam pembentukan Perda, baik dalam pelaksanaan hak inisiatifnya maupun dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Rancangan Perda), sehubungan dengan hak DPRD untuk mengadakan perubahan terhadap Rancangan Perda yang diajukan, sehingga dapat menghasilkan Perda sebagaimana mestinya.

DPRD sebagai badan legislatif daerah, memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPRD mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Esensi hak dan kewajiban tersebut ialah supaya dapat mengemban tugasnya sebagai wakil rakyat, penyambung pikiran dan aspirasi rakyat yang diwakilinya.

3. Anggaran Pendapatan dan Keuangan Daerah.
Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Maret 2019 di Jakarta. 
Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

F. Landasan Teoritis

Dalam bagian ini, dipaparkan teori –teori, konsep-konsep, asas hukum dan doktrin atau pandangan sarjana berpengaruh yang dipergunakan untuk melakukan klarifikasi-klarifikasi ilmiah dan memberikan justifikasi (pembenaran) teoretis- konseptual dalam pengkajian dan penelitian ini.  Oleh sebab itu, pemaparan teori dan asas-asas hukum serta pandangan sarjana yang berpengaruh dalam bab ini secara hakiki relevansinya, untuk menjawab isu- isu hukum dalam rumusan masalah.
1. Teori Negara Hukum


Karakteristik Negara hukum yang demokratis, sesungguhnya menjelemakan kehidupan bernegara yang memiliki komitmen terhadap tampilnya hukum sebagai pemegang kendali dalam penyelenggaraan pemerintah yang demokratis didasarkan pada pasal 1 ayat (2) dan (3) serta pasal 28 ayat (1) ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

Konsep hukum lain dari negara yang berdasarkan atas hukum adalah jaminan penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus mendapat perhatian yang sama yaitu keadilan, kemanfaatan, atau hasil guna (doelmatigheid), dan kepastian hukum.
Sekalipun berbagai teori negara hukum mengharuskan lembaga-lembaga pemegang kekuasaan negara menjalankan kekuasaannya dibawah kendali hukum, namun sejarah telah mencatat bahwa batas-batas keluasan dan fungsi negara ditentukan oleh tipe-tipe negara yang dianut. Pada umumnya negara yang berideologi hukum formal (klasik) mengenal “tipe negara liberal individualis kapitalistik, sehingga dalam perwujudannya, negara yang bertipe semacam ini semata-mata bertindak sebagai penjaga malam (nachtwaschterstaat, Nachwachter)”.

Burkens seperti dikutip oleh A. Hamid Attamini, mengemukakan pengertian dari Negara hukum, yaitu “Negara yang menempatkan hukum sebagai Dasar Kekuasaan dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum”.
 

Dari pandangan sederhana ini mengandung arti bahwa kekuasaan pemerintah dalam suatu Negara bersumber pada hukum dan bukan sebaliknya untuk melaksanakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu Negara  harus berdasarkan pada kekuasaan.

Pemimpin daerah yakni Gubenur, Walikota dan Bupati didalam menjalankan pemerintahnnya harus berlandaskan hukum yang mengikat setiap kebijakan yang diambil dan apabila menjalakan pemerintahannya melakukan penyimpangan yang dapat dilihat dari laporan pertanggungjawabannya maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.  

2. Teori Kewenangan.  

Teori kewenangan menurut, F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek, yaitu “suatu hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dan kewajiban memuat keharusan atau tidak melakukan tindakan, cara memperoleh kewenangan yaitu kewenangan atribusi,delegasi dan mandat”.
 

Syafrudin mengatakan, bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Secara implisit definisi otonomi tersebut mengandung dua unsur, yaitu adanya pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya, dan adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan Untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu.

Josep Riwu Kaho, mengartikan otonomi sebagai peraturan sendiri dan pemerintah sendiri. Selanjutnya, bahwa otonomi daerah adalah daerah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur urusanurusan tertentu. Lanjut Josep Riwu Kaho, bahwa suatu daerah otonom haru memiliki atribut sebagai berikut: 

1.
Mempunyai urusan tertentu yang merupakan urusan yang diserahkan pemerintah pusat;  

2.
Memiliki aparatur sendiri yang terpisah dari pemerintah pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya;  

3.
Urusan rumah tangga atas inisiatif dan kebijakan daerah;  

4.
Mempunyai sumber keuangan sendiri, yang dapat membiayai segala.
  

3. Teori Pengawasan.
Kamus Besar Indonesia mendefinisikan istilah “pengawasan berasal dari kata”Awas” yang artinya memperhatikan baik baik, dalam arti sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi”.
 

Menurut prayudi, “pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.
 “Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau control terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan”.

Jadi pengawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menhindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanakan kerja tersebut. 

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan atau suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya. 

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari beberapa pendapat para ahli maka dapat disimpulkan pengawasan adalah hal yang penting dalam menjalankan suatu perencanaan di suatu instansi tersebut agar tercipta nya kerja yang sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan bersama.

4. Kekuasaan.
Pada dasarnya kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer.

Jenis-jenis kekuasaan yang kita ketahui pada umumnya sekiranya dapat dibagi beberapa jenis kekuasaan sebagai berikut: 
a.
kekuasaan eksekutif, yaitu yang dikenal dengan kekuasaan pemerintahan dimana mereka secara teknis menjalankan roda pemerintahan.

b.
kekuasaan legislatif, yaitu sesuatu yang berwenang membuat, dan mengesahkan perundang-undangan sekaligus mengawasi roda pemerintahan. 
c.
kekuasaan yudikatif, yaitu sesuatu kekuasaan penyelesaian hukum, yang didukung oleh kekuasaan kepolisian, demi menjamin law enforcement/ pelaksanaan hukum.

Dalam kekuasaan ini, menggunakan teori kekuasaan Max Weber dan teori fungsional struktural talcoot parsons. weber mendefinisikan “kekuasaan sebagai kemungkinan bagi seseorang untuk memaksakan orang-orang lain berperilaku sesuai dengan kehendaknya”.
 “Politik demikian dapat kita simpulkan pada instansi pertama berkenaan dengan pertarungan untuk kekuasaan”.

Max weber mengemukakan beberapa bentuk wewenang manusia yang menyangkut juga kepada hubungan kekuasaan. Yang “dimaksudkannya dengan wewenang (authority) adalah kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diterima secara formal oleh anggota–anggota masyarakat”.
 Jenis authority yang disebutnya dengan rational legal authority sebagai bentuk hierarki wewenang yang berkembang didalam kehidupan masyarakat modern. Wewenang sedemikian ini dibangun atas dasar legitimasi (keabsahan) yang menurut pihak yang berkuasa merupakan haknya.
Kekuasaan (power) digambarkan dengan berbagai cara kekuasaan diartikan sebagai “kemungkinan mempengaruhi tingkah laku orang–orang lain sesuai dengan tujuan–tujuan sang actor”.
 
Politik tanpa kegunaan kekuasaan tidak masuk akal, yaitu selama manusia menganut pendirian politik yang berbeda–beda, apabila hendak diwujudkan dan dilaksanakan suatu kebijakan pemerintah, maka usaha mempengaruhi tingkah laku orang lain dengan pertimbangan yang baik.
 
“Kekuasaan senantiasa ada didalam setiap masyarakat baik masih bersahaja maupun yang sudah besar dan rumit susunannya. Akan tetapi selalu ada kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat”.

Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan atau mempengaruhi sesuatu atau apapun. Kekuasaan dalam konteks ini berhubungan dengan agency, bahwa hal itu untuk kemampuan seseorang melakukan perubahan/perbedaan di dunia. Kekuasaan adalah kemampuan yang legal, kapasitas atau kewenangan untuk bertindak, khususnya pada proses mendelegasikan kewenangan. Kekuasaan dalam pemahaman ini merujuk pada kewenangan atau hak yang oleh sebahagian orang harus mendapatkan pihak lain untuk melakukan segala yang mereka anggap sebagai wewenang.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian Hukum merupakan “suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya”.

Sebagai ilmu normatif, “ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas suigeneris”.
 Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute aproach), pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum di Indonesia.

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah “yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.
 “Penelitian hukum normatif ini diadasrakan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan”.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam pendekatan ilmu hukum banyak pendekatan yang dapat digunakan, antara lain pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), pendekatan konseptual (conceptual approach).
 
Berdasarkan beberapa pendekatan yang dapat digunakan tersebut, untuk penelitian tesis ini penulis menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut: 
a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu “dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu “penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya”.
 Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji penelitian yang sedang dibuat.

c. Pendekatan Sejarah (history approach). Menjelaskan tujuan pendekatan sejarah adalah “agar lebih memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi lembaga hukum yang diteliti”.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan tesis ini dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan sistem kartu (card system) dan melalui penelusuran kepustakaan dengan memfokuskan kepada bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan-bahan hukum tersebut meliputi:

a. Bahan hukum primer, yaitu “bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas atau mempunyai kekuatan mengikat secara umum berupa peraturan yang terkait dengan penelitian ini”.
 Bahan hukum primer tersebut yaitu: 

1. Undang-Undang Dasar 1945.

2. Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

b. Bahan hukum sekunder, berupa :

1) Buku-buku literatur;

2) Artikel, jurnal, makalah hukum, dan tulisan ilmiah lainnya.

c. Bahan hukum tersier, berupa:

1) Kamus hukum;

2) Ensiklopedi, serta bahan hukum lain yang mendukung.
4. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara inventarisasi, sistematisasi, dan interpretasi sesuai kebutuhan penelitian. 

a. Inventarisasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai regulasi dan konsep yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Sistematisasi dilakukan untuk menguraikan serta merumuskan sesuatu hal dalam konteks hubungan yang logis serta teratur sehingga membentuk sistem secara menyeluruh, utuh dan terpadu yang mampu menjelaskan berbagai rangkaian hukum terkait obyek yang diteliti.

c. Interpretasi dilakukan dengan memberikan analisis serta menafsirkan bahan-bahan hukum tersebut dari berbagai sudut pandang agar menjawab permasalahan penelitian ini dengan tepat.

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini merupakan tulisan ilmiah yang memiliki sistematika dalam penulisannya. Sistematika penulisan tesis ini dibagi dalam V Bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I
PENDAHULUAN 

Pada bab pertama ini, penulis akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II
 KONSEP PENGAWASAN LEGISLATIF
Pada bab kedua ini, penulis akan menyajikan gambaran umum mengenai tentang konsep pengawasan serta sumber-sumber pengawasan dan legislatif.
BAB III  PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGELOLAAN APBD
Pada bab ketiga ini, penulis akan mengemukakan bagaimana bentuk idealnya pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD oleh pemerintah daerah dalam prinsip pengawasan di Indonesia.

BAB IV PEMBAHASAN 

Pembahasan Ini Tentang pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD dari perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.
BAB V PENUTUP

Pada bab kelima ini, penulis akan merumuskan suatu kesimpulan dari berbagai uraian yang telah dikemukakan lebih dahulu pada bab-bab sebelumnya. Mengacu kepada kesimpulan tersebut, penulis juga memberikan saran yang menurut penulis perlu diperhatikan berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. 
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